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RINGKASAN 

Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Jember; Ainun Fiqri Khafifah, 1409030101026; 2017; 59 Halaman; Program Studi 

Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. 

 

Dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Jember yang berada dibawah naungan Direktorat 

Jendral Kekayaan Negara (DJKN) menangani kekayaan negara dan lelang  yang 

beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 344A, Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 

68117, Indonesia. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dimulai pada tanggal 13 

Februari 2017 sampai dengan 24 Maret 2017 sesuai dengan surat tugas nomor 

453/UN25.1.2/SP/2017. Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata penulis 

memutuskan untuk mempelajari dan mengambil Pajak Penghasilan Pasal 23, 

khususnya tentang prosedur pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa 

pemeliharaan kendaraan dinas. Dalam hal pemeliharaan kendaraan dinas Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember bekerja sama dengan Bengkel JOS 

yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 64.039.138.9-626.000 atas nama 

Hermawan Sutadi selaku pihak rekanan yang penunjukannya secara langsung. 

Pemeliharaan kendaraan dinas ini berupa servis mobil dinas. 

Sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember 

memiliki NPWP 00.51.552.7-626.000, Dalam proses perpajakannya mengenai Pajak 

Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaran dinas memberikan wewenang 

kepada pihak ketiga yaitu kepada Bendahara Kantor untuk menghitung, memotong, 

menyetorkan, serta melaporkan pajaknya, maka sistem pemungutannya With Holding 

System. Sesuai dengan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 pemotongan Pajak 

Penghasilan atas jasa servis  dikenakan  tarif sebesar 2% (dua persen) dari jumlah 

bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran pajaknya dengan 
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menggunakan e-billing sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak  Nomor 

SE-11/PJ/2016, maka bendahara kantor akan mendapatkan cetakan kode billing dan 

setelah membayar pajaknya akan mendapatkan bukti penerimaan negara. Dalam hal 

penyetoran pajak untuk PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor 

paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pihak 

bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember melakukan 

penyetoran menggunakan e-Billing tidak melebihi batas waktu penyetoran, yaitu pada 

tanggal 03 bulan berikutnya sesuai dengan bukti setoran online Pajak Penghasilan 

Pasal 23. 

Kesimpulan dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang telah penulis lakukan 

di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah bahwa 

prosedur penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan dinas yang Bendahara lakukan sudah 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru. Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember juga termasuk salah satu Wajib Pajak yang taat 

dalam penyetoran pajaknya karena tidak melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang setiap tahun 

berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sektor. 

Guna meningkatkan pembangunan disegala bidang. Perpajakan merupakan sektor 

paling dominan dalam upaya peningkatan pendapatan negara. Pajak merupakan 

sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa 

Indonesia terutama pada pelaksanaan pembangunan nasional. Pada negara  maju dan 

berkembang seperti Indonesia, sebagian potensi pendapatan negara  melalui pajak 

tersebut  telah dimanfaatkan untuk keperluan peningkatan kemampuan inovasi dan 

peningkatan ekonomi pembangunan. Melalui perpajakan, Indonesia lebih dapat 

memenuhi pendanaan untuk pembangunan nasional dan pendanaan untuk sektor 

lainnya. Pembangunan nasional yang membutuhkan dana yang tidak kecil 

memerlukan usaha peningkatan disektor pajak yang bertujuan untuk membiayai 

rumah tangga negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara paling besar, 

maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat 

Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat 

mengurangi ketergantungan bangsa Indonesia terhadap hutang luar negeri. Sektor 

pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat 

dapat berpartisispasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk 

meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan 

membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran 

pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam 

membiayai keperluan pembangunan nasional. Seperti yang telah dipahami pajak 

berfungsi dalam pembiayaan pembangunan ekonomi, terutama untuk keperluan 

pengeluaran negara secara rutin seperti belanja pegawai, barang, termasuk 
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pemeliharaannya. Optimalnya potensi pendapatan disektor pajak untuk mendanai 

APBN merupakan wujud nyata kemandirian pendanaan pembangunan. 

Pengelolaan pajak membutuhkan integritas yang tinggi. Suatu negara dapat 

dikatakan mandiri apabila negara tersebut mampu mengelola pajaknya dengan benar 

yaitu mampu mengelola pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin 

maupun pengeluaran pembangunan. Pajak sendiri ialah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat 

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pada pasal 1 ayat (1). Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan 

negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah 

satu Direktorat Jenderal yang ada dibawah naungan Kementrian Keuangan Republik 

Indonesia. 

Fungsi pajak dapat mengakibatkan roda pembangunan dapat berjalan dengan 

baik dan membuka kesempatan kerja bagi warga negara tersebut. Pajak juga 

berfungsi sebagai pendistribusi pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, suatu 

pemerintahan juga dapat menjalankan kebijakan terkait dengan stabilitasi harga 

sehingga tingkat inflasi dapat terjaga. Stabilitasi tersebut dilakukan dengan mengatur 

peredaran uang yang dilakukan melalui pemungutan pajak dan dengan melakukan 

pemanfaatan pajak secara efektif dan efisisen. Menurut Mardiasmo (2016:9) Sistem 

pemungutan pajak ada tiga yakni self assessment, official assessment maupun 

withholding system. sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan dana 

pembangunan kepemerintahan tersebut. 

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk 

membiayai semua pengeluaran pemerintah, baik dalam hal pembangunan dan 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan negara. Pajak merupakan iuran 

wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya 
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dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Salah satu sumber pendapatan negara 

adalah pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan 

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun 

pajak. Dilihat dari jenis pajak yang dipungut, terdiri dari pajak pusat dan pajak 

daerah. Pajak penghasilan sendiri merupakan pajak pusat yaitu pajak yang dipungut 

oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Salah 

satu Pajak Penghasilan yang akan dibahas dalam laporan ini adalah Pajak Penghasilan 

Pasal 23. 

Sedangkan pajak penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut (PPh PotPut) 

melalui pihak lain lebih dikenal dengan istilah PPh PotPut. PPh PotPut sendiri adalah 

penerapan sistem perpajakan yang menggunakan Withholding System dimana pajak 

yang dibayar seseorang atau badan, dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Pihak 

ketiga berkewajiban memungut pajak penghasilan dari pembelian atau penjualan 

barang atau memotong pajak penghasilan dari penerima penghasilan, menyetorkan 

pajak tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos dan melaporkanya 

ke Kantor Pelayanan Pajak.  

 Sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam meningkatkan 

perekonomian khususnya dari sektor perpajakan berasal dari Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga instansi-instansi 

pemerintah lainnya, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Jember yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 344A, Patrang, Kabupaten 

Jember, Jawa Timur 68117, Indonesia. merupakan salah satu instansi yang berada di 

dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) wilayah X Surabaya. Wilayah 

kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi 

lima kabupaten yaitu Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Probolinggo.  

Dalam bidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang di bawah naungan 

Kementrian Keuangan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember 

sebagai Wajib Pajak Badan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), oleh sebab 

itu bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember berhak 
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melakukan pembayaran atas pajak yang terdapat di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Jember. 

Berdasarkan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah menurut Undang-

Undang No. 36 Tahun 2008 diantaranya yaitu Pajak Bumi dan atau Bangunan (PBB). 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Matrai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau 

Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu pajak yang dipotong 

bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

ialah objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23  dengan tarif yang ditetapkan adalah 

sebesar 2% (dua persen). hal ini sesuai dengan ketentuan  Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 pada pasal 1 yang berbunyi 

imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2 % (dua persen) 

dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang 

berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan. Selain yang telah 

dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21. Yang dibayarkan atau terutang oleh 

badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk 

Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan negeri lainnya. Sebagai bendaharawan 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Jember melakukan pembayaran Pajak 

Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan dinas. 

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas yang 

dimaksud disini adalah kendaraan roda empat yakni jasa pemeliharaan mobil dinas 

yang digunakan untuk memperlancar kegaiatan dinas luar oleh pejabat Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dalam melaksanakan 

tugas negara. Adapun jumlah mobil dinas yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan 
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Negara dan Lelang (KPKNL) Jember berjumlah empat  mobil dinas diantaranya isuzu 

panther berjumlah dua unit, kijang inova, dan kijang kapsul. Oleh karena itu  agar  

kendaraan roda empat nyaman dipakai diperlukan perawatan/pemeliharaan pada 

mobil dinas. Dalam hal ini  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember melakukan jasa pemeliharaan berupa service dan penggantian 

spare part bekerja sama dengan Bengkel JOS dikarenakan Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember tidak mampu untuk melakukan 

pemeliharaan tersebut. Jasa pemeliharaan tersebut dikenakan pajak. Dalam laporan 

ini membahas mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 yang pembayaran dan 

pemungutannya diberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu Bendaharwan Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Dengan hal tersebut maka sistem 

pemungutan pajaknya menggunakan withholding system yaitu suatu sistem  

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan 

bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang. Oleh sebab itu, Bendaharawan  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember diberikan wewenang untuk menghitung dan membayar 

pajaknya atas penghasilan dari pemeliharaan mobil dinas serta melaporkan ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) yang 

dilaksanakan selama enam minggu atau satu bulan hari kerja di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Jember penulis mengangkat judul “Prosedur 

Pembayaran  Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan 

Dinas pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”. Alasan 

penulis memilih Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan kendaraan dinas 

ingin mengetahui prosedur pembayaran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh bendahara 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Jember dengan pihak penyedia jasa yang 

telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
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1.2 Rumusan Masalah  

Mengacu pada dasar latar belakang tersebut, maka rumusan masalah ini 

adalah “Bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa 

Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Jember ?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata  

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut : 

a. Menjelaskan Prosedur Pembayaran  Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa 

Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang ada pada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Jember; 

b. Menjelaskan dan memahami secara langsung pelaksanaan kegiatan kerja 

pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata  

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata ialah : 

a. Menambah wawasan, ketrampilan dan pengetahuan serta pengalaman 

kerja sebelum terjun ke dunia kerja sebenarnya; 

b. Menambah pengetahuan mengenai sistem perpajakan pada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember; 

c. Praktek Kerja Nyata dapat dipergunakan sebagai salah satu tolok ukur 

antara teori dan praktek penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

d. Mengetahui pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa 

pemeliharaan kendaraan dinas pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang Jember. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

 
 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Perpajakan 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah 

kontribusi  wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, 

diantaranya adalah : 

Menurut Rochmat (dalam Siti Resmi, 2017:1),  Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan menurut Djajadiningrat  

(dalam Siti Resmi, 2017:1), Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan 

sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 

menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak 

ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan 

secara umum. Serta menurut feldmann (dalam Siti Resmi, 2017:1), Pajak adalah 

prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut 

norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan 

semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dari beberapa definisi tersebut dapat 

ditarik kesimpulan berikut ini. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan 

undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah, Pajak dipungut oleh negara, 
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baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pajak diperuntukkan bagi 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat 

surplus, digunakan untuk membiayai public investment. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak  

 Menurut Mardiasmo (2016:4), terdapat dua fungsi pajak, yaitu : 

a. Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi Mengatur (regulerend)  

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.  

 

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai 

berikut : 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)  

Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai 

keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. 

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum 

dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang 

adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak 

untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada pengadilan pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak 

diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum 

untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 
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c. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  

 Tidak menganggu perekonomian, pemungutan tidak boleh menganggu 

kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak 

menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)  

 Pemungutan pajak harus efisien, sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan 

pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

 

2.1.4  Teori Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2016:5), terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau 

memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-

teori tersebut antara lain : 

a. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 

premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

b. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya 

perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang 

terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

c. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu : 
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1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki oleh seseorang; 

2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan meteriil yang 

harus dipenuhi. 

d. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah 

tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat 

dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 

kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 

  

2.1.5  Pengelompokan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2016:7) pajak dikelompokan menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Menurut golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tiidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain; 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

b. Menurut sifatnya 

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak; 

2) Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
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c. Menurut lembaga pemungutnya  

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara; 

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  

 

2.1.6  Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2016:8), ada beberapa sistem pemungutan pajak dan 

asas yang digunakan yaitu : 

a. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel : 

1) Stelsel Nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata 

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan 

riil diketahui). 

2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan 

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel 

ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus 

menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang 

dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 
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kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadan 

yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar 

daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. 

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

 

b. Asas Pemungutan Pajak  

1) Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam 

negeri.  

2) Asas sumber  

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

3) Asas kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

 

c. Sistem Pemungutan Pajak  

1) Official assessment system 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memeberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib 

pajak. 

Ciri-cirinya : 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus; 

b) Wajib pajak bersifat pasif; 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 
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2) Self assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya : 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri; 

b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang; 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) Withholding system 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) 

untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya : 

a) Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

 

2.1.7 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:11), ada empat macam tarif pajak : 

a. Tarif sebanding/proposional 

tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak. 

b. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

c. Tarif Progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 
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Lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak 

1) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 sebesar 5% 

2) Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 sebesar 15% 

3) Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 sebesar 25% 

4) Di atas Rp 500.000.000,00 sebesar 30% 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi : 

a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

b) Tarif progresif tetap  : kenaikan persentase tetap 

c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil 

d. Tarif degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

 

2.1.8 Nomor Pokok Wajib Pajak 

a. Pengertian NPWP 

Nomor pokok wajib pajak menurut Mardiasmo (2016:29) adalah nomor 

pokok yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib 

pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

b. Fungsi NPWP 

1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak; 

2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi perpajakan. 

 

2..2  Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap 

subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 

tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh 
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penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam 

Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak (Mardiasmo,2016:163). 

 

2.2.1  Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

 Dasar hukum pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1984 

tentang Pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-undang ini 

telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008. 

 

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 

 Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya  dalam tahun pajak. Mardiasmo 

(2016:163). Yang menjadi subjek pajak adalah : 

a. Orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak. 

b. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya. BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

Subjek pajak dibedakan menjadi :  

1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari : 

a) Subjek pajak orang pribadi , yaitu : 

(1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di indonesia 

lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 

dua belas bulan, atau; 

(2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia 

dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 
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b) Subjek pajak badan, yaitu : 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

(1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

(2)  Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; 

(3) Penerimaanya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan 

(4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara. 

c) Subjek pajak warisan, yaitu : 

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

 

2) Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari : 

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 

dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan 

b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih 

dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang 

tidak yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 
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2.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Mardiasmo (2016:166), yang tidak termasuk subjek pajak 

penghasilan adalah : 

a. Kantor perwakilan negara asing. 

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara 

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 

pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat : 

1) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia; 

2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

c. Organisasi internasional, dengan syarat : 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 

d.  Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat : 

1) Bukan warga  negara Indonesia; 

2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan di Indonesia. 

 

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan 

 Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, termasuk : 

a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 
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bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk usaha lainnya, 

kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainya; 

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, penggambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apapun; 

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Menteri Keuangan , sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-

pihak yang bersangkutan; dan 

5)  Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 

dalam perusahaan pertambangan. 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian hak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 
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g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

s. Surplus Bank Indonesia. 

 

2.2.5 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan : 

Menurut Mardiasmo (2016;169), yang dikecualikan dari objek pajak adalah : 

a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan  

1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh  

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang 

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima 
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sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah; 

2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 

termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha 

mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-

pihak yang bersangkutan;  

b. Warisan; 

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib 

pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib 

pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan 

norma penghitungan khusus (deemed profit); 

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa; 

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : 

1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor; 
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g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai; 

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan; 

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak berbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif; 

j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : 

1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; dan 

2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 

k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga yang bergerak 

dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang 

telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali 

dalam bentuk sarana dan prasana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan 

pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak 

diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan 

sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23  

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Pajak penghasilan pasal 23 menurut Mardiasmo (2016:285) ketentuan dalam 

pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, 

penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh 

tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya. 

 

2.3.2 Pemotong PPh Pasal 23 

 Menurut Mardismo (2016:285), Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak 

yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas : 

a. Badan pemerintah; 

b. Subjek pajak dalam negeri; 

c. Penyelenggara kegiatan; 

d. Bentuk usaha tetap; 

e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; 

f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat 

penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh Pasal 23, yang 

meliputi : 

1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) 

kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang 

melakukan pekerjaan bebas; 

2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan 

pembukuan. 
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2.3.3 Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23 

 Menurut Mardiasmo (2016:286), yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 

adalah wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau 

memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. 

(Mardiasmo, 2016:286) 

 

2.3.4 Objek Pemotongan PPh Pasal 23 

 Menurut Mardiasmo (2016:286), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 

adalah : 

a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

c. Royalti; 

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak 

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; 

e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa tanah dan/atau bangunan; dan 

f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa 

konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. 

 

2.3.5 Pengecualian Objek pemotongan PPh Pasal 23  

 Menurut Mardiasmo (2016:286), penghasilan yang tidak dikenakan 

pemotongan PPh pasal 23 adalah : 

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 
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b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha 

dengan hak opsi; 

c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :  

1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan  

2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah yang  menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor; 

d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi; 

e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak berbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif; 

f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 

g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa 

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan 

yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.3.6 Tarif Pemotongan  

 Menurut Mardiasmo (2016:287), besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong 

adalah: 

a. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas; 

1) Dividen; 

2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

3) Royalti; dan 
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4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan Pasal 21; 

b. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas: 

1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan jasa teknik, jasa 

manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan Pasal 21. Jasa lain terdiri dari : 

a) Jasa penilai; 

b) Jasa aktuaris; 

c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

d) Jasa perancang; 

e) Jasa pengeboran di bidang di bidang penambangan minyak dan gas 

bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT); 

f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas; 

g) Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain 

migas; 

h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

i) Jasa penebangan hutan; 

j) Jasa pengolahan limbah; 

k) Jasa penyedia tenaga kerja; 

l) Jasa perantara dan/atau keagenan; 

m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang 

dilakukan oleh bursa efek, KSEI, dan KPEI; 

n) Jasa custodian/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan oleh 

KSEI; 

o) Jasa pengisian suara dan/atau sulih suara; 

p) Jasa mixing film; 

q) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, 

pemeliharaan dan perbaikan; 
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r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, 

AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang 

ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau 

sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 

s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, 

telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau 

bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang 

lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau 

sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 

t) Jasa maklon; 

u) Jasa penyelidikan dan keamanan; 

v) Jasa penyelenggara kegiatan; 

w) Jasa pengepakan; 

x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar 

ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; 

y) Jasa pembasmian hama; 

z) Jasa kebersihan atau cleaning service; 

aa) Jasa catering atau tata boga. 

 

2.4 Akuntansi Perpajakan  

2.4.1 Pengertian Akuntasi Perpajakan. 

 Akuntansi menurut Waluyo (2010:21) adalah dalam menetapkan besarnya 

pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, 

mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan 

khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan 

peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapakan 

dengan undang-undang. 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


27 
 

 

2.4.2 Teori Akuntasi Pajak 

 Menurut Hendriksen (dalam waluyo 2010:22), pengertian teori adalah suatu 

susunan hipotesis, konsep, dan prinsip pragmatis yang membentuk kerangka umum 

referensi untuk suatu bidang yang dipertanyakan. Teori dapat dilahirkan dari berbagai 

penelitian yang menghasilkan kesimpulan yang berlaku universal, logis, konsisten, 

objektif, dan dapat diramalkan, sedangkan objek penelitiannya mendapat fenomena 

sosial atau ekonomi. Untuk teori akuntansi didefinisikan sebagai alasan logis dalam 

bentuk susunan set prinsip yang luas yaitu : 

a. Memberikan kerangka umum dari rujukan dimana prinsip akuntansi dapat 

dinilai; 

b. Pedoman pengembangan praktik dan prosedur baru. 

Dengan demikian, teori akuntansi dapat menjelaskan praktik yang berlaku 

saat ini dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang praktik tersebut. Teori 

akuntansi ini mempunyai tujuan utama memberikan susunan prinsip yang logis dan 

saling terkait dalam membentuk kerangka umum sebagai rujukan untuk menilai dan 

mengembangkan praktik akuntansi yang baik. Terlihat dalam teori akuntansi sebagai 

kristalisasi fenomena yang dituangkan dalam bentuk kalimat yang disimpulkan dari  

fenomena interaksi entitas bisnis dan pengguna laporan keuangan. Bidang perpajakan 

sangat memerlukan laporan keuangan sebagai dasar penghitungan pajak terutang 

walaupun masih diperlukan penyesuaian mengikuti ketentuan yang berlaku dalam 

undang-undang pajak. 

 

2.4.3 Karakteristik Akuntansi Pajak 

 Menurut Waluyo (2010:23) Akuntansi memang menggariskan karakteristik 

kualitatif laporan keuangan maupun tujuan laporan keuangan dari berbagai rujukan. 

Menurut PSAK terdapat empat karakteristik, yaitu: 
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a. Dapat Dipahami 

Laporan keuangan haruslah dapat dipahami oleh pengguna laporan, sehingga 

dapat memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis secara 

jelas. 

b. Relavan  

Informasi haruslah relavan agar memenuhi kebutuhan pengguna laporan 

dalam proses pengembalian keputusan. 

c. Materialitas  

Menetapkan materialitas bergantung pada pos ataupun kesalahan yang dinilai 

sehingga materialitas merupakan ambang batas agar informasi mempunyai 

manfaat. 

d. Keandalan  

Informasi haruslah andal (reliable), artinya berkualitas dan tidak 

menyesatkan. 

 

2.4.4 Prinsip Dasar Akuntansi Pajak 

 Menurut Waluyo (2010:26) tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi keuangan kepada para pengguna laporan untuk digunakan dalam proses  

pengambilan keputusan. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia merumuskan tujuan 

laporan keuangan, yaitu “menyediakan informasi yang meyangkut posisi keuangan  

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomi” 

 Ketentuan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4) Undang-Undang 

KUP menyatakan bahwa pengisian SPT  Tahunan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak 

yang diwajibkan melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan 

berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan 

untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Maka dari itu laporan keuangan 

mempunyai peran yang penting. Tujuan utama pelaporan keuangan fiskal adalah 
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menyajikan informasi yang digunakan sebagai bahan menghitung dasar pengenaan 

pajak terutang.  

 Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam 

undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan 

dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Sisi akuntansi komersial 

sebagai prinsip-prinsip dasar yang digunakannya bersifat netral (tidak memihak) 

terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh akuntansi. Oleh karena itu, prinsip-

prinsip dasar akuntansi dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak, hanya 

memang terdapat karakteristik fiskal yang berbeda. Kewajiban pembukuan, seperti 

telah dijelaskan merujuk pada penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan dengan prinsip dasar pembukuan, haruslah diselenggarakan dengan cara 

atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, 

kecuali perundang-undangan perpajakan menentukan lain.     
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang beralamat di  Jalan Slamet Riyadi Nomor 

344A,Patrang, Kabupaten Jember. 

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 

453/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 13 Februari sampai dengan 24 

Maret 2017 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. 

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja 

di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 07.30 - 17.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB 

Jum’at 07.30 - 17.00 WIB 11.30 - 13.00 WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

Sumber: KPKNL Jember 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh 

penulis dengan judul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa 

Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Jember”. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa 
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seksi yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, 

yaitu : 

a. Seksi Hukum dan Informasi  

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum 

penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara 

penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang; 

2) Penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan 

dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; 

3) Pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang; 

4) Pelaksanaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha berkas 

pengurusan piutang negara; 

5) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan 

negara penilaian, piutang negara dan lelang; 

6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang. 

b. Seksi Pelayanan Lelang 

Seksi pelayanan lelang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, 

penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan 

lelang dan bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang. 

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan : 

1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan,  

evaluasi, verifikasi risalah lelang dan pembangunan; 

2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang; 

3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan; 

4) Penyiapan hasil lelang bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan 

lelang dan profesi penjabatan lelang. 
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c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara  

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, 

evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan kekayaan negara. 

Dalam melaksanakan seksi pelayanan kekayaan negara mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, invebtarisasi, pengawasan dan 

evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara; 

2) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan, 

pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara; 

3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usahaan, pertanggung 

jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara; 

4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara. 

d. Seksi Piutang Negara 

Seksi Piutang Negara memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penagihan 

piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggungan hutang atau 

pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian 

keringanan hutang, pengusulan, pencegahan dan pelaksanaan paksa badan, 

penyiapan penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta 

bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta 

kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung 

hutang atau pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara 

menjalankan fungsi : 

1) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan; 

2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara; 

3) Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan keringanan 

hutang, pencegahan bepergian keluar negeri, paksa badan atau 

penyelesaian piutang negara; 

4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengaturan piutang 

negara; 
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5) Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara; 

6) Pelaksanaan pengurusan piutang negara; 

7) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan 

pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang jaminan. 

e. Seksi Umum  

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, 

dan rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari : 

1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian; 

2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan; 

3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata usaha, 

perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi laporan 

akuntabilitas; 

4) Bendahara Pengeluaran, Orang yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggung 

jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan 

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada Kantor/ Satuan 

Kerja Kementerian Negara/ Lembaga. 
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3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang dapat 

dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

No Waktu 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

 

Hasil Kegiatan 

 

(a) (b) (c) (d) 

1. Senin, 13 

Februari 2017 

1. Pembekalan magang 

2. Penempatan di bagian 

seksi Hukum dan 

Informasi 

3. Mencatat nota dinas 

pada surat keluar 

1. Mengetahui apa saja tugas 

dari masing-masing seksi  

di KPKNL Jember 

2. Mengetahui cara kerja dan 

tugas dari hukum dan 

informasi 

3. Memahami tata cara yang 

ada 

2. Selasa, 14 

Februari 2017 

1. Mendisposisi surat 

masuk melalui aplikasi 

Smart 

1. Dapat melakukan tata cara 

pengisian aplikasi Smart 

3. Rabu, 15 

Februari 2017 LIBUR LIBUR 

4. Kamis, 16 

Februari 2017 

1. Membantu mengisi  

e-Filliing 

1. Dapat mengaplikasikan 

ilmu pengisian e-Filling 

5. Jum’at, 17 

Februari 2017 

 

1. Membantu dalam 

pengisian e-Billing  

1. Dapat mengisi dan 

mengaplikasikan pengisian 

 e-Billing 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


35 

 

 

(a) (b) (c) (d) 

6. Senin, 20 

Februari 2017 

1. Menyalin nota dinas ke 

dalam buku tahunan 

lelang  

1. Memahami pelaksanaan 

tata cara yang ada 

7. Selasa, 21 

Februari 2017 

1. Mengisi kelengkapan 

data risalah lelang 

1. Memahami serta 

mengetahui tata cara yang 

ada 

8. Rabu, 22 

Februari 2017 

1. Mengisi nota dinas 

dalam buku risalah 

lelang 

1. Memahami tata cara yang 

ada 

9. Kamis, 23 

Februari 2017 

1. Membagi surat masuk ke 

dalam aplikasi Smart 

1. Dapat mengisi tata cara 

pengisian aplikasi Smart 

10. Jum’at, 24 

Februari 2017 

1. Menyalin nota dinas ke 

dalam buku dokumen 

tahunan 

1. Memahami pelaksanaan 

tata cara yang ada 

11. Senin, 27 

Februari 2017 

Ijin Ijin  

12. Selasa, 28 

Februari 2017 

1. Menerima data 

pengawasan dan 

pengendalian (wasdal) 

Barang Milik Negara  

1. Memahami pelaksanaan 

tata cara yang ada 

13. Rabu, 01  

Maret 2017 

1. Mencetak data 

pengawasan dan 

pengendalian (wasdal) 

Barang Milik Negara 

1. Mengetahui tata cara 

yang ada  

14. Kamis, 02  

Maret 2017 

1. Mencatat data wasdal 

2. Merekap nomor surat 

pengantar Barang Milik 

Negara  

1. Memahami 

pelaksanannya 

2. Mengetahui tata cara 

yang ada 
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(a) (b) (c) (d) 

15. Jum’at, 03 

Maret 2017 

1. Menerima data 

pengawasan dan 

pengendalian (wasdal) 

Barang Milik Negara  

1. Memahami tata cara yang 

ada 

16. Senin, 06  

Maret 2017 

1. Menulis data kreditur dan 

debitur  

2. Merekap data surat paksa 

1. Memahami kreditur dan 

debitur 

2. Memahami  tata cara yang 

ada 

17. Selasa, 07  

Maret 2017 

1. Mengarsipkan dan 

mencatat laporan 

pemberitahuan surat 

paksa  

1. Memahami pelaksanaan 

surat paksa 

18. Rabu, 08 

Maret 2017 

1. Membantu merekap PPh 

Pasal 23  

2. Membantu menghitung 

PPh pasal 23  

1. Memahami pelaksanaan 

PPh Pasal 23 

2. Dapat menghitung PPh 

Pasal 23 

19. Kamis, 09  

Maret 2017 

1. Membantu serta menata 

dokumen pengembalian 

pengurusan piutang 

2. Merekap data kreditur 

dan debitur 

1. Memahami pelaksanaan 

tentang piutang 

2. Memahami cara yang ada 

20. Jum’at, 10  

Maret 2017 

1. Merapikan dokumen 

laporan pemeriksaan 

2. Menginput data PPh pasal 

23 kedalam Microsoft 

Excel 

 

1. Mengetahui tata cara 

yang ada 

2. Dapat menginput data 

PPh Pasal 23 kedalam 

Microsoft Excel 
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(a) (b) (c) (d) 

21. Senin, 13  

Maret 2017 

1. Merekap surat perjalanan 

dinas 

2. Menginput data gaji 

pegawai 

1. Mengetahui pelaksanaan 

yang ada 

2. Mengetahui tata cara yang 

ada 

22. Selasa, 14  

Maret 2017 

1. Membantu dalam 

perekapan semua data 

pajak penghasilan Pasal 

23 

1. Memahami tata cara yang 

ada 

23. Rabu, 15  

Maret 2017 

1. Menginput data e-SPT 

PPh karyawan tetap  

1. Mengetahui pelaksanaan 

yang ada 

24. Kamis, 16 

Maret 2017 

1. Membantu merekap data 

PPh Pasal 23 atas jasa 

pemeliharaan kendaran 

dinas 

1. Mengetahui data-data yang 

dibutuhkan dalam PPh 

Pasal 23  

25. Jum’at, 17 Maret 

2017 

1. Membantu menghitung 

PPh Pasal 23 pada bulan 

Maret 

1. Dapat memahami 

pelaksanaan penghitungan 

PPh Pasal 23 

26. Senin, 20  

Maret 2017 

1. Mencatat nota dinas pada 

buku surat keluar 

1. Memahami pelaksanaan 

yang ada 

27. Selasa, 21  

Maret 2017 

1. Menulis agenda surat 

masuk 

2. Mengisi kelengkapan 

data pelaporan PPh pasal 

23 bulan Maret 

1. Memahami pelaksanaan 

yang ada 

2. Dapat mengetahui apa saja 

data-data yang dibutuhkan 

dalam pelaporan PPh Pasal 

23 

28. Rabu, 22 

Maret2017 

1. Menulis dan merekap 

agenda surat masuk 

1. Memahami pelaksanaan 

yang ada  
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(a) (b) (c) (d) 

29. Kamis, 23 

Maret2017 

1. Mengarsipkan dan 

mencatat nota dinas pada 

buku surat keluar 

2. Melengkapi data-data 

yang diperlukan dalam 

pembuatan Laporan 

Tugas Akhir 

1. Memahami pelaksanaan 

yang ada  

2. Dapat mengetahui data apa 

saja yang diperlukan 

dalam pembuatan Tugas 

Akhir 

30. Jumat, 24  

Maret2017 

1. Mendisposisi surat masuk 

dalam aplikasi Smart 

2. Berpamitan kepada 

semua staff KPKNL 

bahwa kegiatan magang 

telah selesai 

1. Dapat melakukan  

pengisian menggunakan 

aplikasi Smart 

 

Sumber: KPKNL Jember 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak yaitu 

Bendaharawan. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan 

kuitansi bukti transaksi dan juga bukti pelaporan pajak seperti bukti billing 

dan bukti penerimaan negara. 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang 

memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, 

jurnal, dan lain-lain. 
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3.3.2 Sumber Data 

Sumber Data diperoleh dari pihak Bendahara Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Jember. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata ini adalah. 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan 

laporan Praktek Kerja Nyata ini. 

b. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 

dan sengaja dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi 

data-data bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan selama 

bulan Maret 2017.  

c. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun 

penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksaan Praktek 

Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sony Ibnu. 

selaku Bendahara Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember mengenai Prosedur 

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

a. Pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember bekerja sama 

dengan pihak penyedia jasa Bengkel Java Oto Servis untuk pengerjaan 

pemeliharaan mobil dinas; 

b. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilaksanakan oleh 

bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember telah 

sesuai dengan tarif yang telah ditentukan di dalam undang-undang yaitu 2% 

dari jumlah bruto; 

c. Dalam proses pemungutan atas jasa pemeliharaan mobil dinas adalah 

Witholding System karena bendahara selaku pihak ketiga berwenang untuk 

menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 

23 atas jasa pemeliharaan kendaraan dinas; 

d. Pihak bendahara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember  

menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan sistem pembayaran 

pajak elektronik e-Billing secara online melalui internet banking Bank BNI 

sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE/11/PJ/2016. 

Serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

tergolong wajib pajak yang taat karena dalam penyetoran pajaknya selalu 

tepat waktu yaitu tidak melebihi tanggal 10 bulan berikutnya. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan dari Laporan Praktek Kerja Nyata 

yang penulis buat, maka penulis dapat memberikan saran kepada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember agar menjadi Wajib Pajak yang lebih 

baik lagi. Adapun saran yang akan penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1. Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Jember harus aktif dalam mengikuti aturan perpajakan karena peraturan 

perpajakan yang selalu berubah (bersifat dinamis); 

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember seharusnya 

melaporkan pajak penghasilan pasal 23 dan harus lebih meningkatkan 

kepatuhan akan perpajakan. 
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Lampiran 1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Persetujuan KPKNL 
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Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 6. Daftar Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir 
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Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Daftar Nilai 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


68 
 

 
 

 

Lampiran 9. Daftar Hadir KPKNL 
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Lampiran 10. Nota Dinas 
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Lampiran 11. Jadwal Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 12. Nota Tagihan 
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Lampiran 12. Nota Tagihan 
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Lampiran 13. Surat Perintah Bayar 
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Lampiran 14. Cetakan Kode Billing PPN 
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Lampiran 15. Cetakan Kode Billing PPh 23 
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Lampiran 16. Bukti Setoran Online Bukti Penerimaan Negara PPN 
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Lampiran 17. Bukti Setoran Online Bukti Penerimaan Negara PPh 23 
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Lampiran 18. Kuitansi atau Bukti Pembayaran
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Lampiran 19. Surat Permintaan Pembayaran 
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Lampiran 20. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran 
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Lampiran 20. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran 
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Lampiran 20. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran 
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Lampiran 21. Surat Perintah Membayar 
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Lampiran 21. Surat Perintah Membayar 
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Lampiran 21. Surat Perintah Membayar 
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Lampiran 22. Surat Perintah Pencairan Dana 
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Lampiran 23. Dokumentasi Foto Mobil Dinas 
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Lampiran 24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
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Lampiran 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 
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Lampiran 26. Surat Edaran SE Nomor SE-11/PJ/2016 
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